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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN  

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Bursa Efek Indonesia 

 Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal 

atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di 

Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan 

pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, 

perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan 

pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan 

oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah 

kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan 

operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.  

Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, 

dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai 

insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Secara singkat, tonggak perkembangan 

pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut : 

1. Desember 1912 : Bursa Efek pertama di Indonesia dibentuk di Batavia oleh 

Pemerintah Hindia Belanda. 

2. Tahun 1914-1918 : Bursa Efek di Batavia ditutup selama Perang Dunia I  

3. Tahun 1925-1942 : Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek 

di Semarang dan Surabaya 

4. Tahun 1939 : Karena isu politik (Perang Dunia II) Bursa Efek di Semarang dan 

Surabaya ditutup 

5. Tahun 1942-1952 : Bursa Efek di Jakarta ditutup kembali selama Perang Dunia II 
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6. Pada tahun 1956 : Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin 

tidak aktif.  

7. Tahun 1956-1977 : Perdagangan di Bursa Efek vakum 

8. Pada 10 Agustus 1977 : Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. BEJ 

dijalankan dibawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Tanggal 10 Agustus 

diperingati sebagai HUT Pasar Modal. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga 

ditandai dengan go public PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama. Tahun 2008 

tentang Surat Berharga Syariah Negara. 

9. Tahun 1977-1987 : Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten hingga 

1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih isntrumen perbankan 

dibandingkan isntrumen Pasar Modal.  

10. Pada tahun 1987 :Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987 (PAKDES 87) 

yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum 

dan investor asing menanamkan modal di Indonesia. 

11. Tahun 1998-1990 : Paket deregulasi di bidang Perbankan dan Pasar Modal 

diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa terlihat meningkat.  

12. Pada 2 Juni 1988 : Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola oleh 

Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari 

broker dan dealer.  

13. Desember 1988 : Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang 

memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain 

yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.  

14. Pada 16 Juni 1989 : Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh 

Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya. 
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15. Pada 13 Juli 1992 : Swastanisasi BEJ.BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas 

Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ. 

16. Pada 22 Mei 1995 : Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem 

computer JATS (Jakarta Automated Trading System). 

17. Pada 10 November 1995 : Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini dimulai diberlakukan mulai Januari 

1996. 

18. Tahun 1995 : Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya. 

19. Pada tahun 2000 : Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai 

diaplikasikan di pasar modal Indonesia.  

20. Tahun 2002 : BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote 

trading).  

21. Selanjutnya tahun 2007 : Penggabungan Bursa Efek Surabaya (BES) ke Bursa Efek 

Jakarta (BEJ) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI).  

22. Pada 2 Maret 2009 : Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek 

Indonesia: JATS-NextG 

Perusahaan hasil penggabungan usaha ini memulai operasinya pada 1 Desember 2007, Bursa 

Efek Indonesia dipimpin oleh Direktur Utama Erry Firmansyah, mantan direktur utama BEJ, 

Mantan Direktur Utama Pasaribu menjabat sebagai Direktur Perdagangan Fixed Income dan 

Derivatif, Keanggotaan dan Partisipan. 

4.1.2  Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia  

Bursa Efek Indonesia mempunyai visi : Menjadi bursa yang kompetitif dengan 

kredibilitas tingkat dunia. Sedangkan misi yang ingin dicapai adalah menciptakan daya saing 

untuk menarik investor dan emiten, melalui pemberdayaan Anggota Bursa dan Partisipan, 

penciptaan nilai tambah, efisiensi biaya serta penerapan good governance. 
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Gambar 4.1 

Bagan Struktur Organisasi Bursa Efek Indonesia 

 

Sumber : www.idx.go.id 

4.2 Gambaran Umum Perbankan Umum Syariah 

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang 

bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (riba), 

bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-

hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai 

kegiatan usaha yang halal. Terdapat beberapa bank umum syariah yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia yakni : 

1. PT. Bank BCA Syariah  

PT. Bank BCA Syariah berdiri dan mulai melaksanakan kegiatan usaha dengan 

prinsip-prinsip syariah setelah memperoleh izin operasi syariah dari Bank Indonesia 

berdasarkan Keputusan Gubernur BI No.12/13/KEP.GBI./DpG/2010 tanggal 2 Maret 2009 

http://www.idx.go.id/
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dan kemudian resmi beroperasi sebagai bank syariah pada hari Senin tanggal 5 April 2010. 

Komposisi kepemilikan saham PT Bank BCA Syariah adalah sebagai berikut : 

1) PT Bank Central Asia Tbk : 99,9999% 

2) PT BCA Finance : 0,0001% 

BCA Syariah hingga saat ini memiliki 49 jaringan cabang yang terdiri dari 9 Kantor 

Cabang (KC), 3 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 3 Kantor Cabang Pembantu Mikro Bina 

Usaha Rakyat (BUR), 8 Kantor Fungsional (KF) dan 26 Unit Layanan Syariah (ULS) yang 

tersebar di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi, Surabaya, Semarang, 

Bandung, Solo, dan Yogyakarta. 

2. PT. Bank BNI Syariah 

PT Bank BNI Syariah berdiri melalui dasar hukum pendirian yakni Surat Keputusan 

Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-15574.AH 01.01 Tahun 2010 Tanggal 25 Maret 

2010 dan kemudian resmi beroperasi pada 19 Juni 2010. Komposisi kepemilikan saham PT 

Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut : 

1) PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk : 99,9% 

2) PT. BNI Life Insurance : 0,1% 

Bank BNI Syariah hingga kini memiliki 67 Kantor Cabang,165 Kantor Cabang 

Pembantu (KCP), 17 Kantor Kas, 8 Kantor Fungsional, 22 Mobil Layanan Gerak, 20 

Payment Point, 202 Mesin ATM dan 1500 Outlet. 

3. PT. Bank BRI Syariah  

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap Bank Jasa 

Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 

Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 

November 2008, PT. Bank BRI Syariah secara resmi beroperasi. Kemudian, PT. Bank BRI 
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Syariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasional secara konvensional kemudian 

diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah.  

4. PT. Bank Bukopin Syariah 

PT. Bank Syariah Bukopin berdiri pada tahun 2008 setelah memperoleh izin kegiatan 

usaha bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah melalui Surat Keputusan 

Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 

tentang Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank 

Syariah dan Perubahan Nama PT Bank Persyarikatan Indonesia menjadi PT. Bank Syariah 

Bukopin dimana secara resmi mulai efektif beroperasi pada tanggal 9 Desember 2008. 

Sampai dengan akhir Desember 2014, Perseroan memiliki jaringan kantor yaitu 1 (satu) 

Kantor Pusat dan Operasional, 11 (sebelas) Kantor Cabang, 7 (tujuh) Kantor Cabang 

Pembantu, 4 (empat) Kantor Kas, 1 (satu) unit Mobil Kas Keliling dan 76 (tujuh puluh enam) 

Kantor Layanan Syariah serta 27 (dua puluh tujuh) Mesin ATM BSB dengan Jaringan Prima 

dan ATM Bank Bukopin.  

5. PT. Bank Panin Dubai Syariah 

PT. Bank Panin Dubai Syariah Tbk berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di 

Gedung Panin Life Centre, Jl. Letjend S.Parman Kav. 91, Jakarta Barat. Sesuai dengan pasal 

3 Anggaran Dasar Panin Dubai Syariah Bank, ruang lingkup kegiatan Panin Dubai Bank 

Syariah adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan dengan prinsip bagi hasil 

berdasarkan syariat Islam. Panin Dubai Bank Syariah Bank mendapat izin usaha dari Bank 

Indonesia No.11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 sebagai bank umum 

berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanggal 

2 Desember 2009. Posisi 31 Maret 2018, komposisi kepemilikan saham Panin Dubai Syariah 

Bank adalah sebagai berikut : 

1) PT Bank Panin Tbk : 42,85% 
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2) Dubai Islamic Bank : 38,25% 

3) Dana Pensiun Karyawan Bank Panin : 7,43% 

4) Masyarakat : 11,47% 

6. PT. Bank Syariah Mandiri 

PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 

1999. Bank ini muncul sebagai dampak dari keputusan pemerintah melakukan penggabungan 

(merger) empat bank yakni Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo 

menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. 

Sebagai tindak lanjut dari keputusan merger, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta 

membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah yang bertujuan untuk mengembangkan 

layanan perbankan syariah di Indonesia juga sebagai respon atas diberlakukannya UU.No 10 

tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual 

banking system). Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan 

UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila 

Bakti dari bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan 

Perbankan Syariah segera mempersiapkan infrastrukturnya sehingga kegiatan usaha BSB 

berubah dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah 

dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : 

Sutjipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999. Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank 

umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI 

No.1/24/KEP.BI/1999 pada tanggal 25 Oktober 1999.   Selanjutnya, melalui Surat Keputusan 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan 

nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal 

tersebut, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 November 

1999. Komposisi kepemilikan saham PT. Bank Syariah Mandiri yakni : 
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1) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk : 99,9999998% 

2) PT. Mandiri Sekuritas : 0,0000002%  

 


